
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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PERJANJIAN HAK ASUH ANAK

KesepakatanHakAsuhAnakinidibuatdanditandatanganipadahariSelasa,

Tanggal 19 Januari, tahun 2021, antara :

1.Nama : Tergugat 

Tempat/Tgllahir :Blitar, 03 Agustus 1983 

Alamat :JalanKertanegara IV No.7 KekalikMotong, KelurahanKarang Pule

KecamatanSekarbela Kota Mataram

Agama              ; Islam

Pekerjaan.KaryawanSwasta :

Warganegara : Indonesia 

Selanjutnyadisebutsebagai: PIHAK PERTAMA 

2. Nama              ; Penggugat

Tempat/Tgllahir     ; Mataram, 27 September 1992

Alamat                    ; Jl. JendralSudirmanDerman Sari RT/RW: 001/136

KelurahanSayang-sayangKecamatanCakranegara

Agama                      ; Islam

Pekeijaan                ; Guru Honor

Warganegara        ; Indonesia

Selanjutnyadisebutsebagai:   PIHAK KEDUA

PIHAK  PERTAMA dan  PIHAK  KEDUA,  secarabersam  a-samadisebut

“Para  Pihak“,  terlebihdahulumenerangkanhal-halsebagaiberikut;  Bahwa

Para  Pihakadalahpasangansuaxniisteri  yang

telahberceraiberdasarkanputusanPengadilan  Agama  Nomor;

546/Pdt.G/2020/PA.M  tr.  tanggal  23  November  2020  yang

telahberkekuatanhukumtetap;

 Bahwa

selamaperkawinandariperkawinanparapihakmemperolehseoranganakbem

am  a  Pasha  AttauhidBilhaq,  Je  n  k  kelaininLaki-laki,  lahir  di

Matarampadatanggal  13  Januari  2019  adalahhasiiperkawinansahantara

Para Pihak, berdasarkanAktaKelahiranNomor 5271-LU-17012019-0012; 

Bahwa PihakPertamadanPihakKedua, berselisihdalamhalHakAsuhAnak; 

Berdasarkanhal-haltersebut  di  atas,  “PARA.  PIHAK”

salingbersepakatdanbersetujudenganmengikatkandirididalam
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KESEPAKATAN  HAK  ASUH  ANAK,

dengansyaratdanketentuansebagaimanadiaturdidalamisipasal-

pasalsebagaiberikut:

PASAL 1

 (1) Bahwa Para PihakSepakatsecarabersama-samamengasuh, mendidik,

melindungi,  m  encurahkankasihsayang,  m

enumbuhkembangkananaksesuaidengankemampuan, bakat, dan m

inatnyadengancarabergiliryaitu  10  (Sepuluh)  haribersam  a

PihakPertama,  dan  10  (Sepuluh)  haribersam  a

PihakKeduasampaianaktersebutdewasa; 

(2)  Bahwa  pelaksanaanketentuanPasal  1  avat  (1)

untukpertamakalinyahakasuhanakdiberikankepadaPihakKedua

(Ibunya)  yaituselama  10  (Sepuluh)

hariterhitungdarisejakditandatanganinyaperjanjianinioleh Para Pihak;

 (3)  Padaprinsipnya  Para

Pihaktidakbolehmelewatiwaktupengasuhansebagaimanaketentuanp

adaPasal  1  ayat  (1)

danapabilakarenasesuatuhalteijadikelebihanataukekuranganwaktup

engasuhanharusberdasarkanizindariPihak  yang

saatitumemilikihakpengasuhan; 

PASAL 2 

Bahwa  pembiayaanterhadapanak,

padaprinsipnyadibebankankepadaPihakPertamasebagaiayahnya  m

enurutketentuanhukum yang berlaku.SedangkanPihakKeduaakanmem bantu

sesuaikemampuandanpenghasilannya; 

PASAL 3

Bahwa  Para  Pihaksepakatmenjagasopansantunatauetika,  prilaku,  sikap,

dantingkahlaku,  di  depanatau  di  hadapananak,  darihal-hal  yang

tidakbaikatausalingmenjelek-jelekan,  doktrinisasinegatifterhadapanak,

sehinggamenimbulkankebencianterhadapsalahsatu orang tuanya;

PASAL 4

Bahwa  Para  Pihaksepakat,

tidakmembawaanakkedalamhubunganpribadimasing-masingdenganpihaklain,
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sampaiadakesepakatanataukomunikasiterlebihdahuludari  Para  Pihak  demi

kepentingananak; 

PASAL5

Bahwa  apabilatelahhadirpihakketig^  kedalamhubunganmasing-masing  Para

Pihak,  danuntukmenjaga  mental  ataupisikisanak,

makaPihakPertamadanPihakKeduadiwajibkansalingberkomunikasiterlebihdah

uludengan m engutamakankepentingananak; 

PASAL 6

Apabiladikemudianharitimbulkesepakatanbarusertaadahal-hal yang

belumdisepakatibersama, makadapatdibuatkankesepakatanbarusecaratertulis

yang merupakanbagiantidakterpisahkandarikesepakatanini; PASAL7

Bahwa  PeijanjianiniakandisahkanolehMajelis  Hakim  Pengadilan  agama

MatarammelaluiPutusan; 

PASAL 8

 Bahwa  peijanjianiniwajib  di

taatidandilaksanakanolehkeduabelahpihakdanapabiladilanggarmakadapatditu

n  tut  secaraPidanakarenatidak  men  taatiisiPutusanPengadilan  yang

berkekuatanhukumtetap;

Bahwa, Perjanjiankesepakatantersebut di depansidangtelahdibacakan,

dankeduabelahpihakmenyatakantelahmengerti,

menyetujuidantetapmempertahankanisikesepakatantersebut ;

KemudianMajelis Hakim menjatuhkanputusansebagaiberikut:

PUTUSAN

Nomor 644/ Pdt.G/ 2020/ PA.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telahmembacasurat – suratperkara ;

TelahmendengarpersetujuanPenggugat  yang

diwakiliolehKuasahukumnyadanTergugatdiwakilikuasamnya dipersidangan ;
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Menimbang,bahwaolehkarenaPenggugatdanTergugattelahmengakhirisengket

adenganperdamaianmakaperdamaiantersebutsamahalnyadenganperjanjian;

Menimbang,  bahwaberdasarkanketentuanpasal1338  BW

perjanjianadalahmerupakanundang-undangbagimereka yang membuatnya;

Menimbang,

bahwaolehkarenaisiperdamaindanperjanjiantersebuttidakbertentangandenga

nundangundangdankesusilaan,

makakepadaPenggugatdanTergugatharusdihukumuntukmentaatidanmelaksa

nakankesepakatannyasebagaimana  yang

merekatuangkandalamSuratPernyataanPerdamaiantanggal  19  Januari

2020tersebut;

Menimbang,bahwaSuratPernyataanPerdamaianadalahperjanjianbersama,

makaMajelisperlumengetengahkankepadaparapihakakanfirman  Allah

dalamAl.Qur’anSurat Al-Isyraa’ ayat 34 yang artinya;

“  …….danPenuhilahjanji,

sesungguhnyajanjiitupastidimintapertanggunganjawabnya”.

Menimbang,bahwagugatanPenggugattermasukperkarabidangperkawinan,

sesuaiketentuanPasal  89  Ayat  (1)  Undang-undangNomor  7  Tahun  1989

tentangPeradilan  Agama  sebagaimanadiubahdenganUndang-undangNomor

3Tahun  2006  danPerubahanKeduadenganUndang-undangNomor  50Tahun

2009, makabiayaperkarainidibebankankepadaPenggugat;

Mengingatketentuanpasal 154 RBgsertaPermaNomor 1 tahun 2016  

Sertaketentuanperundang – undangan lain yang berkaitandenganperkaraini ;

MENGADILI

1.  Menghukum  Penggugat  danTergugat  untuk  mentaati  dan

melaksanakan isi  Surat Perjanjian Perdamaian yang tertuang dalam

akta perdamaian tertanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tersebut di

atas ;

2.  Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesa

Rp187.000,00 ( seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ) ;
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di

Pengadilan Agama Mataram pada hari    Januari  2021 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri

dari Dra. St. Nursalmi Muhamad., sebagai Hakim Ketua Majelis,H. Abidin H.

Achmad, S.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H.masing – masing sebagai Hakim

Anggota,  Putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu   juga  dalam  sidang

terbuka untuk umum oleh Majelis  Hakim tersebut  dengan dibantu oleh H.

Zabidi,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

KuasaPenggugat dan KuasaTergugat;

Hakim Anggota, Hakim KetuaMajelis,

H.AbudinH.Achmad, S.H. Dra. St. NursalmiMuhamad
Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin, S.H

PaniteraPengganti,

H.Zabidi, S.H.
Perincianbiayaperkara :

- BiayaPendaftaran Rp 30.000,00

- BiayaProses ( ATK) Rp 50.000,00

- BiayapPanggilan Rp 75.000,00

- PNBP Panggilan Rp   10.000,00

- Redaksi Rp   10.000,00

- Materai                                      Rp          12.000,00  

Jumlah Rp187.000,00  (seratusdelapanpuluhtujuhribu

rupiah).
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